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*Rp27 Miliar Belum Ditransfer

PALU, MERCUSUAR - Sebesar
Rp27 miliar lebih Dana Bagi Hasil
(DBH) untuk sembilan Kabupaten
dan satu kota di Sulteng, belum
ditransfer okeh Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Sulteng. ’

Seperti tahun-tahun sebelumnya,
keterlambatan pembagian DBH ini
sepertimenjadi ‘penyakit' kambuhan
yang tak sembuh-sembuh.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
perwakilan  Sulteng, Dadang
Gunawan pada acara sosialisasi
peningkatan akuntabilitas pe-
ngelokan keuangan dan aset daerah

dalam rangka menuju opini wajar
tanpa pengecualian, Rabu (6/7) di
ruang rapat kantor Bappeda Sulteng.
Menurutnya, DBH un.ak kabu
paten kota per 31 Desember 2010
yang belunr disalurkan sebesar
Rp27.747.684.264 menjadi temuan
BPK saat melakukan pemeriksaan
LKPD Sulteng ahun anggaran 2010.
Dadang menjelskan, berdasarkan
SK Kepah Dispenda Provinsi Sulteng,
jumlah penerimaan pajak dan
retribusi daerah yang dibagikan
kepada sembilan kabupaten dan satu
kota di  Sulteng  sebesar
Rp121.204.317.869,60.

Dana yang telah ditransfer atau
disalurkan ke rekening kabupaten/
kota sebesar Rp93.456.633.605,60.
Sehingga sisa DBH yang belum
ditransfer : sebesar
Rp27.747.684.264.

Hal semacam ini kata Dadang,
sudah sering terjadi dan terus
berulang setiap tahunnya. Akibatmya
setiap tahun DBH selalu saja menjadi, -
temuan,

Olehnya itu Dadang meminta agar
pagu Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dan distribusi DBH disesuaikan
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TERUS BERHUTANG
Pada tahun 2010, Pemprov juga berhutang
*senilai Rp13,97 miiliar terhadap kabupaten/kota
karena belum fencairkan DBH. Mercusuar
merilis, tak hanya Kota Palu dan Kabupaten Poso
yang mengeluhkan keterlambatan DBH dari
Pemprov Sulteng. Temyata, Kabupaten Tolitoli,
dan Kabupaten Sigi juga mengeluhkan
keterlambatan itu.
Menurut perbincangan wartawan dengan

Kepala Dinas Pendapatan Poso, Putera Botilangi -

awal pekan lalu, pi-stang DBH hak Pemkab Poso
sebesar Rp2,2 miliar. Namun setelah dikonfirmasi
kembali, piutang DBH hak Pemkab Poso yang
belum dibayar Pemprov Sulteng membengkak
‘menjadi RpS miliar.

Kenaikan anggaran DBH yang menjadi hak
Pemkab Pos0 itu menyusul diterimanya Surat
Keputusan (SK) penetapan mengenal DBH pada
triwulan IV tahun 2010.

“Sebelumnya kita sampaikan hanya berkisar
Rp 2,2 miliar, tapi rupanya ada kenaikan hingga
Rp 5 miliar lebih setelah kita-menerima SK
penetapan dari Dispenda Stilteng,” kata Kepala
Dinas Pendapatan Poso melalui Kepala Bidang
Pendataan dan Penetapan Drs Saenuddin, 24

Januari 2011 lalu.
Kenaikan DBH itu berasal dari DBH Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB), Biaya Balik Nama -

Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada
triwulan IV tahiun 2010 atau tepatnya pada Oktober
hingga Desember 2010. Seberiamya SK tersebut
kata Saenuddin sudah harus disampaikan pada
akhir tahun, demikian halnya dengan realisasi
DBH oleh Biro Keuangan Sulteng. Bahkan

.ujamya, tidak menutup kemungkinan jumah itu

masih akan bertambah. "Hingga kini kita masih
terus menghitung, jadi ini masih data sementara,
kemungkinan masih akan bertarnbah berapa DBH
Poso yang masih ada di Pemprov,” tambahnya.
Kepala -Bidang Pendapatan DPPKAD
Kabupaten Tolitoli, Usman Taba juga mengaku

Pemprov belum membayar DBH secara’

menyeluruh. Menurutnya, target DBH Kabupaten
Tolitoli senilai Rp7,8 miliar, namun yang baru

* terealisasi sekitar Rp6,6 miliar. Dengan demikian,

Pemprov masih berhutang sebesar Rp1,2 miliar.
Begitupula dengan DBH Kabupaten .Sigi.
Sampai dengan Januari 2011, Pemkab Sigi belum

menerima DBH pendapatan pajak dari Pemprov

Sulteng sebésar Rp1,67 miliar lebih. Seharusnya,
danatersebut sudah masuk ke rekening DPPKAD
Sigi paling lambat 30 Desember 2010.

_sambungan dari hal. 1

Kepala DPPKAD Sigi, Endro Setiawan
menyatakan, sejak tanggal 28 Desember 2010,
pihaknya telah menyurat secara resmi kepada
Kepala Biro Keuangan Se«dapwv Sulteng, untuk
meminta penyalyran dan pencairan dana tersebut
sesuai jadwal yang telah ditentukan. Namun,
hingga saatini belum juga terealisasi. “Kami sama
sekall tidak tahu dimana letak kendala ningga

. sébagian dana tersebut belum dicairkan,” kala

Endro Setiawan di Sigi, Senin 24 Januari 2011,
Berdasarkan data yang dimiliki DPPKAD Sigi,
total dana bagi hasil yang menjadi-hak Pemkab
Sigi 2010 sebanyak Rp2.757.619.674.
Pendapatan tersebut bersumber dari pajak 3BN-
KB sebesar Rp952.741.831, PKB sejumlah
Rp568.273.380, serta PBB-KB sebesar
Rp1.236.604.463.
* Menurut Endro, mengacu pada seluruh- SK
perhitungan pendapatan bagi hasil yang
diterbitkan Dispenda Sulteng, DPPKAD Sigi telah
memasukkan rincian anggaran yang belum
terealisasi tersebut sebagai anggaran pendapatan
daerah Kabupaten Sigi. Untuk itu pihaknya
berharap, Biro Keuangan Setdaprov Sulteng bisa
segera merealisasikan pencairan dana tersebut.
Di Kota Palu, hutang Pemprdv yang belum

. dibayar sebanyak Rp6, 1 miliar, dari total Rp8 miliar

target DBH hak Pemkot. ik










